
Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI KUTAlTIMUR

PROVINSI KALIMANTANTIMUR

PERATURANBUPATI KUTAl TIMUR

NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAKINTEGRATIF

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA

BUPATI KUTAlTIMUR,

a. bahwa setiap anak mempunyai hak yang sama untuk

hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai

potensinya sehingga diperlukan program kesejahteraan

sosial anak yang terarah, terpadu dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk melaksanakan program kesejahteraan sosial

anak, diperlukan pengaturan yang terintegrasi dan

terkoordinasi;

c. bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang ...
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Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 175, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten

Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 109, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diu bah

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

ten tang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

MEMUTUSKAN:...



-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT

SOSIALANAKINTEGRATIF.

KESEJAHTERAAN

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Buati iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggara urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan Daerah.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Kesejahteraan Sosial Anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,

spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

8. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSAI

adalah lembaga yang mengintegrasikan penyelenggaraan layanan pencegahan

dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.

9. Rehabilitasi Sosial adalah proses pemulihan atau mengembalikan dan

mengembangkan keberfungsian sosial untuk memungkinkan seseorang

mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan

masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan,

bantuanJ asistensi sosial, fasilitasi aksesibilitas, dan layanan rujukan.

10. Reintegrasi ...
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10. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak

keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan

perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

11. Advokasi adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi lembaga atau

instansi dalam melaksakan tugas memenuhi hak-hak masyarakat.

12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah

serangkain petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses

penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

13. Pemangku Kepentingan Terkait adalah kelompok atau individu atau organisasi

yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup

anak.

14. Mekanisme rujukan adalah layanan bersifat lanjutan yang dilaksanakan oleh

lembaga institusi jaringan yang memiliki fungsi tugas pokok yakni PTPAS

dan/ atau penyedia layanan lainnya.

Pasal2

Prinsip PKSAImeliputi:

a. kepentingan terbaik untuk Anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian

layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan berpusat

pada hak anak;

b. holistik-integratif yaitu pelayanan anak yang menyeluruh sebagai suatu

kesatuan yang saling mendukung;

c. partisipasi, yaitu pelaksanaan Pelayanan dengan memperhatikan pendapat

Anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait;

d. non diskriminasi, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa

pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda

status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapasitas fisik dan

mental serta respon gender;

e. pelayanan yang berkelanjutan (Continum of Care), yaitu pelaksanaan

pelayanan hams dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan

mengikuti kebutuhan Kesejahteraan Sosial Anak dalam peningkatan kualitas

layanan; dan

f. Rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan

kecuali diten tukan lain oleh peraturan perundang- undangan.

Pasal3 ...
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Pasal3

Sasaran PKSAl meliputi:

a. Anak;

b. keluarga;

c. kelompok;

d. masyarakat;

e. lembaga; dan

f. Pemerintah Daerah.

Pasal4

(1) Sasaran PKSAl

kepada:

dalam Pasal 3 huruf a ditujukan

a. Anak yang rentan mengalami keterlantaran, perlakuan salah, kekerasan,

dan eksploitasi; dan

b. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

(2) Anak yang rentan mengalami ketelantaran, perlakuan salah, kekeraan, dan

eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan

berdasarkan hasil pendataan dan/ atau penilaian.

(3) Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:

a. Anak dalam situasi darurat;

b. Anak yang berhadapan dengan hukum;

c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;

e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

f. Anak yang menjadi korban dan pornografi;

g. Anak dengan HIV/ AIDS;

h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan;

i. Anak ...
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1. Anak korban kekerasan fisik, dan/ atau psikis;

j. Anak korban kejahatan seksual;

k. Anak korban jaringan terorisme;

1. Anak penyandang disabilitas;

m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.;

n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi

orang tuanya.

(4) Keluarga, kelompok dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d yaitu keluarga, kelompok dan

masyarakat yang memiliki hubungan dengan, atau dari mana ADak yang

rentan mengalami ketelantaran, kekerasan dan eksploitasi serta Anak yang

memerlukan perlindungan khusus.

(5) Pemerintah Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi

Bupati beserta Perangkat Daerah.

Pasal5

PKSAI bertujuan untuk:

a. meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak di Daerah;

b. meningkatkan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi

anak;

c. menyediakan database dan informasi yang berkaitan dengan Kesejahteraan

Sosial Anak;

d. meningkatkan kualitas layanan Kesejahteraan Sosial Anak dan keluarga

secara integratif;

e. membangun kepedulian sosial untuk menciptakan lingkungan ramah Anak;

dan

f. mewujudkan kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan

upaya pemenuhan Kesejahteraan Sosial Anak dan keluarga secara integratif.

BABIV ...
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BAB II

TUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal6

PKSAIsebagaimana dimaksud dalam Pasal3 memiliki tugas meliputi:

a. melakukan upaya pencegahan resiko yang berkaitan dengan masalah

kesejahteraan sosial dan Perlindungan Anak;

b. melakukan penanggulangan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan

masalah kesejahteraan sosial dan Perlindungan Anak;

c. melaksanakan pelayanan pengaduan dan Zatau rujukan yang berkaitan

dengan masalah kesejahteraan sosial dan Perlindungan Anak;

d. melaksanakan rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi anak dan keluarga yang

mengalami masalah kesejahteraan sosial dan Perlindungan Anak;

e. melaksanakan Advokasi yang berkaitan dengan masalah Kesejahteraan Sosial

anak;

f. menyelenggarakan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah

kesejahteraan sosial dan Perlindungan Anak; dan

g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan

terkait dengan layanan dan pendampingan rnasalah Kesejahteraan Sosial

Anak sesuai layanan rujukan yang diperlukan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasa16, PKSAImemiliki

fungsi:

a. pelaksanaan pencegahan resiko terkait kesejahteraan Anak;

b. pelaksanaan penanggulangan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan

rnasalah kesejahteraan sosial dan Perlindungan Anak;

c. penanganan ...
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c. penanganan pengaduan darr/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah

kesejahteraan sosial dan Perlindungan Anak;

d. pelaksanaan rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial yang berkaitan dengan

masalah kesejahteraan sosial dan Perlindungan Anak;

e. pelaksanaan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial

dan Perlindungan Anak;

f. pengelolaan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah

kesejahteraan sosial dan Perlindungan Anak; dan

g. pelaksanaan Mekanisme Rujukan dalam kesejateraan sosial anak.

BABIII

KEANGGOTAAN

Pasal8

(1) Susunan Keanggotaan PKSAIterdiri atas:

a. pengarah;

b. koordinator;

c. penanggung jawab;

d. ketua;

e. sekretaris; dan

f. anggota.

(2) Keanggotaan PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berasal dari Perangkat

Daerah, satuan bakti pekerja sosial dan mitra kerja terkait, dengan masing-

masing divisi sebagai berikut:

a. Divisi Pencegahan;

b. Divisi Pengurangan Resiko;

c. Divisi Penanganan; dan

d. Divisi Data dan Informasi.

BAB IV ...
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BABIV

RINCIANTUGAS

Bagian Kesatu

Pengarah

Pasal9

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas

yaitu memberi arahan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan Kesejahteraan

Sosial Anak integratif.

Bagian Kedua

Koordinator

Pasal 10

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai

tugas mengkoordinasikan program dan rencana kegiatan

pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak integratif.

penyelenggaraan

Bagian Ketiga

Penanggung Jawab, Ketua, dan Sekretaris

Pasal 11

Penanggung jawab, ketua, dan sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e mempunyai tugas memimpin/

kesekretariatan penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak integratif.

Bagian Keempat

Divisi Pencegahan

Pasal 12

(1) Divisi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a

memiliki tugas:

a. meningkatkan kesejahteraan Anak dan keluarga secara umum;

b. Advokasi kebijakan tentang hak Anak;

c. promosi dan edukasi tentang pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;

dan

d. menyediakan data Anak secara umum dan data Anak rentan.

(2) Pihak ...
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(2) Pihak yang terkait dalam divisi pencegahan ini terdiri atas:

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d. Dinas Sosial;

e. Dinas Kesehatan;

f. Dinas Komunikasi dan Informatika;

g. Dinas Pendidikan;

h. Kementerian Agama; dan

1. Organisasi Non Pemerintah.

Bagian Kelima

Divisi Pengurangan Resiko

Pasal 13

(1) Divisi pengurangan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf

b mempunyai tugas:

a. penanggulangan Anak yang masuk dalam kategori anak rentan dan

beresiko;

b. identifikasi, pemilahan, dan verifikasi data anak rentan;

c. penjangkauan Anak dan keluarga rentan;

d. penyedia layanan Kesejahteraan Sosial Anak dan keluarga; dan

e. melakukan persiapan reintegrasi dan Rehabilitasi Sosial Anak serta

menjalankan manajemen kasus.

(2) Pihak yang terkait dalam divisi pengurangan resiko terdiri atas:

a. Dinas Sosial;

b. Dinas Kesehatan;

c. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

d. Pendamping Program Keluarga Harapan;

e. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;

f. Pekerja Sosial;

g. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

h. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;

1. Organisasi Non Pemerintah atau lembaga penyedia layanan lainnya; dan

j. Akademisi.

Bagian ...
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Bagian Keenam

DivisiPenanganan

Pasal14

(1) Divisi Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c

mempunyai tugas menerima pengaduan kasus dan melakukan Mekanisme

Rujukan ke lembaga penyedia layan an terkait.

(2) Pihak yang terkait dalam divisi penanganan terdiri atas:

a. Dinas Sosial;

b. Unit Perlindungan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres;

c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

e. Dinas Kesehatan;

f. Dinas Pendidikan;

g. Kementrian Agama

h. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;

1. Organisasi Non Pemerintah;

J. Pekerja Sosial;

k. Lembaga Perlindungan Anak;

1. Kejaksaan Negeri Kutai Timur;

m. Pengadilan Negeri Sangatta;

n. Babinkamtibmas Kabupaten Kutai Timur; dan

o. Lembaga /Organisasi Profesi.

Bagian Ketujuh

Divisi Data dan Informasi

Pasal15

(1) Divisi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf

c mempunyai tugas:

a. pengumpulan, pengelolaan, dan pemutakhiran data anak;

b. menyajikan data sesuai kebutuhan tiap divisi di PKSAI;dan

c. kerjasama ...
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c. kerjasama dengan Perangkat Daerah dan lembaga terkait dengan data
Anak: dan

d. penerbitan dokumen kependudukan.

(2) Pihak yang terkait dalam divisi data dan infonnasi terdiri atas:

a. Dinas Sosial;

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. Dinas Komunikasi dan Informatika;

d. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan

e. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 16

Untuk kepentingan keterpaduan layanan antara PKSAI di Daerah dan jejaring

lembaga penyedia layanan, perlu disusun SOP.

Pasal17

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal18

Pembiayaan PKSAIdibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan Iatau

b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BABXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 11 Desember 2018

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR
Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 14 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENKUTAITlMUR,

ttd

lRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 62

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabup ten Kutai Timur

~~~~~'~~u~m,

Waluyo rvawan, SH
Pembina TK. 1/ IVb

NIP. 19670908 199403 1 003
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